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LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

1.

Bagaimana proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh Satlantas
Polres Bengkulu Tengah dalam menangani perkara kecelakaan lalu lintas
LP/A/38/VII/2025? Jawaban: Proses penanganan perkara diawali dengan
mendatangi tempat kejadian perkara (TKP), melakukan olah TKP,
mengamankan barang bukti, serta meminta keterangan dari saksi-saksi yang
mengetahui kejadian. Selanjutnya, penyidik Unit Gakkum Satlantas Polres
Bengkulu Tengah melakukan penyidikan dengan memeriksa pihak yang
terlibat, melengkapi alat bukti, dan menyusun berkas perkara untuk
dilimpahkan kepada kejaksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas
dan Angkutan Jalan apa saja yang diterapkan dalam perkara tersebut, serta apa
pertimbangan penyidik dalam menerapkannya? Jawaban: Dalam perkara
LP/A/38/VI11/2025, penyidik menerapkan ketentuan yang terdapat dalam Pasal
310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan. Penerapan pasal tersebut didasarkan pada hasil penyidikan, alat bukti
yang diperoleh, tingkat kelalaian pengemudi, serta akibat yang ditimbulkan dari
kecelakaan lalu lintas tersebut.

Bagaimana proses pembuktian dan penetapan tersangka dalam perkara
kecelakaan lalu lintas yang ditangani oleh Satlantas Polres Bengkulu Tengah?
Jawaban: Pembuktian dilakukan melalui pengumpulan alat bukti berupa
keterangan saksi, surat, petunjuk, serta barang bukti yang ditemukan di lokasi
kejadian. Setelah alat bukti dianggap cukup dan memenuhi ketentuan
sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
(KUHAP), penyidik menetapkan pihak yang bertanggung jawab sebagai
tersangka berdasarkan hasil gelar perkara.

Apa saja kendala yang dihadapi oleh penyidik Unit Gakkum Satlantas Polres
Bengkulu Tengah dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kecelakaan
lalu lintas tersebut? Jawaban: Kendala yang sering dihadapi antara lain

keterbatasan saksi yang melihat secara langsung kejadian, perubahan kondisi



tempat kejadian perkara, kurangnya alat bukti pendukung seperti rekaman
CCTYV, serta adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan perkara secara
kekeluargaan sehingga dapat memengaruhi kelancaran proses penyidikan.

. Upaya apa yang dilakukan oleh Satlantas Polres Bengkulu Tengah untuk
mengatasi kendala tersebut dan meningkatkan efektivitas penegakan hukum
terhadap tindak pidana kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang
Nomor 22 Tahun 2009? Jawaban: Upaya yang dilakukan antara lain
mengoptimalkan pemeriksaan terhadap saksi dan barang bukti, melakukan
koordinasi dengan instansi terkait, meningkatkan kemampuan penyidik melalui
pelatihan, serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa
penyelesaian secara kekeluargaan tidak menghapus pertanggungjawaban
pidana apabila unsur tindak pidana telah terpenuhi. Selain itu, Satlantas Polres
Bengkulu Tengah terus melakukan upaya preventif melalui sosialisasi dan

edukasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat.
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